PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 2006
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Indramayu, perlu ditinjau kembali
dan disempurnakan;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu merubah
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8
Tahun 2004 tentang Kedudukan  Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan
Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang
Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3363);

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4277);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembara Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4310);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355) ;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang
Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata
Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;



12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran
Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2004 Nomor 12
Seri D.5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Menetapkan

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER  DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  KABUPATEN
INDRAMAYU.



Pasal I

Beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor
8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu yang
telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun
2004 Nomor 12 Seri D.5, diubah sebagai berikut :

A.

Ketentuan Pasal 1 angka 24 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

24.

Pasal 1

Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan
kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian
jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan
Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan
perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD,
pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan
biaya pengurusan jenazah;

Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 disisipkan 1 (satu)
ayat baru yaitu ayat (3a), ketentuan Pasal 10 ayat (8)
diubah dan penambahan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1)
sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

3)

(3a)

4)

Pasal 10

Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota
DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) dan bagi wanita
menyesuaikan.

Dalam menghadiri rapat paripurna pengambilan keputusan
DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil
Resmi (PSR) dengan peci nasional dan bagi wanita
menyesuaikan.

Dalam menghadiri rapat paripurna istimewa, Pimpinan dan
Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
dengan peci nasional dan bagi wanita berkebaya nasional.

Dalam melaksanakan kunjungan kerja lapangan, Pimpinan dan
Anggota DPRD mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH)
lengan panjang.

Dalam melaksanakan kegiatan kedinasan lainnya, Pimpinan dan
Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).



